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KEBIJAKAN PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana cara
penempatan dan penerimaan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu, mengathui apa saja yang mempengaruhi seringnya mutasi jabatan di
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, mendapat pengetahun baru di
dunia kerja dan dapat diterapkan pada saat bekerja nantinya, dan mengetahui
apakah latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi duduk di dalam suatu
jabatan. Penelitian ini menggunakan metode kegiatan lapangan, yang meliputi
semua kegiatan administrasi dan pengambilan keputusan di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu, melalui pendekatan tanya jawab dan meminta
penjelasan kepada beberapa pejabat eselon serta mengambil informasi yang
berhubungan dengan penerimaan dan penempatan pegawai yang terkait di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa
Gubernur kepala daerah Provinsi Bengkulu selaku pembina kepegawaian, tidak
jarang menempatkan pegawai di satuan kerja hanya untuk mencukupi jumlah
kebutuhan pegawai saja tanpa melihat basis pendidikan pegawai negeri sipil dan
Sering terjadinya mutasi pegawai dikarenakan adanya permintaan pribadi seorang
pegawai negeri sipil dengan alasan penempatan tugas yang dipangkunya saat itu
tidak sesuai keinginan dan mencari instansi lain yang membuatnya lebih nyaman
dalam bekerja. Selain daripada itu, penyebab lain sering terjadinya mutasi
pegawai karena adanya pertimbangan pribadi para pemangku kepentingan dalam
melaksanakan kepemimpinan di pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci: Penerimaan, Penempatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu.



HUMAN RESOURCES PLACEMENT POLICY
AT THE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
ABSTRACT

This study aims to gain knowledge about placement and acceptance of employees
at Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, understand what affects the
frequent transfer of positions in Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,
get new knowledge in the world of work and can be applied at work later, and
find out whether educational background can affect sitting in a position. This
research uses the method of field activities, which includes all administrative and
decision-making activities in Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,
through a question and answer approach and asking for explanations from several
echelon officials as well as taking information related to the recruitment and
placement of related employees in Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu. The results of this study indicate that the governor head of Provinsi
Bengkulu as a civil servant coach, not infrequently places employees in work
units only to meet the total needs of employees without looking at the education
base of civil servants and frequent employee transfers are due to personal requests
of a civil servant on the grounds Placement of assignments on his lap at that time
was not what he wanted and looked for other agencies that made him more
comfortable at work. Apart from that, another cause of frequent employee
transfers is due to the personal considerations of stakeholders in exercising
leadership in the regional government of Provinsi Bengkulu.

Key Words: Acceptance, Placement, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu.
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BAB I
PENDAHULUAN

Badan Kepegawain Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu adalah
merupakan produk Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaan Pemerintahan di
Daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi
Bengkulu.

Sejalan dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah di Provinsi
Bengkulu yang sebelum Otonomi Daerah berlaku yang menyelenggarakan
Administrasi Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian, namun setelah berlakunya
Daerah Otonom sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka Biro Kepegawaian berubah menjadi Biro
Organisasi dan Kepegawaian Sekretriat Daerah Provinsi Bengkulu.

Setelah perjalanan waktu maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2007
maka nomenklatur Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Setelah berjalannya Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu, maka keluar kembali Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang
didalamnya termasuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu yang
dipimpin seorang Kepala Badan (Eselon Il a) dibantu oleh seorang Sekretaris
(Eselon 111 a) dan empat orang Kepala Bidang (Eselon 11 a) sebagai pelaksanaa

Teknis Kepegawaian Daerah.



Sekretaris yang merupakan administrator Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu membawahi 3 Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub bagian (Eselon IV a), dan Kepala Sub Bagian membawahi staf-staf Sub
bagian.

Bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
berjumlah 4 (empat) bidang adalah merupakan pelaksana teknis Kepegawaian
yang membawahi masing-masing 3 Kepala Sub Bidang (eselon 1V a), dan Kepala

Sub Bidang membawahi Staf-staf Sub Bidang.



1.1. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini pendidikan formal yang diduduki oleh seorang
mahasiswa sangatlah penting ketujuan suatu pekerjaan yang akan di tekuni
nantinya, sebab jika pendidikan formal yang dijalani seorang mahasiswa tidak
sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipilih maka pada saat terjun
ke dunia kerja harus banyak belajar dan menyesuaikan dengan tuntutan
pekerjaan yang sudah harus dilakukan, ini menyita waktu dan tidak efisien,
akibatnya kantor harus mengikutsertakan pegawai untuk pelatihan-pelatihan
kerja agar mendapat keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.

Sebaiknya penjaringan untuk menempatkan tenaga kerja sedari awal
telah ditentukan secara menyeluruh yang sesuai dengan basis pendidikan
seorang pegawai, hal ini hendaklah dilakukan pada saat seleksi atau promosi
didalam suatu tugas atau jabatan yang akan ditempati.

Penulis mengamati bahwa masih ada pemangku jabatan yang latar
pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan yang di dudukinya, kenapa hal
seperti ini masih terjadi, oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa yang
menjadi penghalang didalam penempatan pegawai yang sesuai dengan latar
belakang pendidikannya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa terjadinya hambatan-hambatan
didalam pelaksanaan tugas jabatan mengakibatkan pemindahan-pemindahan

pegawai sering terjadi, sehingga penulis ingin mengetahui apa yang menjadi



sebab terjadinya mutasi dan rotasi jabatan pegawai di lingkup Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

1.2. Rumusan masalah

Setelah penulis mencermati dari temuan yang di dapat dari latar belakang

masalah diatas maka akan diketahui apa penyebab tidak sesuainya jabatan

yang ditempati dengan basis pendidikannya.

Penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi

sering terjadinya mutasi jabatan dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Bengkulu.

1.3. Tujuan magang

a.

Penulis ingin mendapatkan pengetahuan bagaimana cara penerimaan dan
penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
Penulis ingin mengatahui apa saja yang mempengaruhi seringnya mutasi
jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Dengan magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
penulis akan mendapat pengetahun baru di dunia kerja dan dapat
diterapkan pada saat bekerja nantinya.

Dengan magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,
penulis akan mengetahui apakah latar belakang pendidikan dapat

mempengaruhi duduk di dalam suatu jabatan.



1.4. Manfaat magang
Program magang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif
bagi semua pihak terutama bagi Penulis dan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu.
a. Bagi penulis :

1. Akan menjadi tenaga kerja yang siap mengaplikasikan ilmu,
keterampilan, dan tanggung jawab yang tinggi.

2. Akan mendapatkan ilmu dan pengalaman praktis di dunia kerja.

3. Akan timbul kemampuan bersaing di dalam dunia kerja, sehingga
dapat bertahan dan sukses didunia kerja nantinya.

b. Bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu :

1. Penulis yang melakukan magang dapat membantu mengerjakan tugas-
tugas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

2. Dengan magang maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
akan dapat melihat laporan magang penulis, sehingga nantinya dapat
menjadi bahan masukan bagi pengambilan keputusan didalam
menempatkan pegawai yang tepat pada posisi yang tepat.

c. Bagi Universitas :

1. Sebagai pembanding bagi pihak Universitas didalam pelaksanaan
administrasi pegawai di dalam Universitas.

2. Universitas dapat menetapkan penempatan pegawai yang tepat pada

posisi yang tepat.



BAB I
KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini penulis berpedoman pada Peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengatur penerimaan, penempatan dan pengangkatan
pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
2.1. Landasan Teori

2.1.1. Seleksi

Seleksi menurut (Jimmy, 2014) adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk dapat mengambil keputusan

tentang siapa-siapa dari calon pegawai yang paling tepat (memenuhi syarat)

untuk bisa diterima menjadi pegawai dan siapa-siapa yang seharusnya ditolak

untuk diterima menjadi pegawai.

Sangat penting bagi sebuah organisasi untuk melakukan seleksi yang
baik, karena pada tahap seleksi kemampuan dan kecakapan seorang calon
pegawai sangat diuji, seperti kemampuan dia dalam mengerjakan sesuatu,
kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan menghadapi suatu

tekanan dan lan-lain.

Apabila tahap seleksi pada sebuah organisasi tidak baik, maka dapat
menimbulkan kerugian bagi organisasi itu sendiri karena pegawai yang
mereka terima tidak sesuai kriterianya dengan yang diinginkan organisasi
tersebut, sehingga pekerjaan didalam organisasi tidak dapat berjalan dengan

sempurna dan dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi.



Dapat dikatakan pada proses seleksi merupakan hal yang sangat penting
bagi suatu organisasi, karena seleksi pegawai dapat menentukan berkembang

atau tidaknya organisasi tersebut dimasa yang akan datang.

2.1.2.Penerimaan Dan Penempatan

(Nurmansyah, 2011:71) mendefinisikan rekrutmen sebagai kegiatan
untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan
jabatan yang ada pada unit-unit dalam perusahaan kemudian terjadinya
lowongan jabatan itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Ada karyawan yang dipindahkan

b. Berhenti atas kemauan sendiri

c. Berhenti atas keputusan perusahaan.
d. Pensiun.

e. Meninggal dunia.

f. Perluasan usaha.

g. Penyesuaian organisasi.

Dapat dikatan rekrutmen (penerimaan) adalah proses sebuah organisasi
untuk menjaring tenaga kerja baru agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi
dan segala kegiatan di organisasi tidak terganggu akibat kurangnya pegawai,
dalam rekrutmen sendiri calon pekerja akan menjalani beberapa tes sebelum
mereka dapat diangkat menjadi pegawai di suatu organisasi.

Menurut B. Siswanto Sastrohardjo yang dikutip dalam Yuniarsih dan
Suwatno (2013:116) penempatan pegawai adalah proses pemberian tugas dan

pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai



ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggung
jawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas
tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab.

Pegawai yang telah dinyatakan lulus didalam proses seleksi penerimaan
pegawai, ditempatkan pada satuan organisasi yang diperlukan sesuai dengan
lowongan pada saat penerimaan (rekrutmen), sehingga satuan organisasi yang
kekurangan tenaga kerja akan terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan dan

semua pekerjaan di organisasi dapat terpenuhi dengan baik.

2.1.3.Pegawai Negeri

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negera Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya, serta digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. (UU RI Nomor 43 tahun 1999 Pasasl 1 ayat 1).

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepoilisian Negara Republik Indonesia.
(UU RI nomor 43 tahun 1999 Pasal 2 ayat 1).

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
pegawai Negeri Sipil Daerah. (UU RI nomor 43 tahun 1999 Pasal 2 ayat 2).

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai yang diangkat dan

diberhentikan oleh pembina kepegawaian di Daerah yaitu Tingkat Provinsi



adalah Gubernur selaku Kepala Daerah Otonom dan digaji dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan untuk pegawai Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan
diberhentikan olen Bupati atau Walikota selaku pejabat pembina
kepegawaian daerah otonom Kabupaten dan Kota yang digaji oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten /Kota.

Pegawai Negeri Sipil pusat adalah pegawai negeri yang tugas dan
tanggung jawabnya dilakukan oleh pembina kepegawaian pusat, walaupun
yang bersangkutan ditugaskan di Daerah Otonom atas tugas pembantuan

yang digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.1.4.Penerimaan Pegawai Negeri Sipil
Untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, setiap warga negara yang

memenuhi syarat berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon pegawai
negeri sipil, sebagaimana persyaratan yang ditentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :
a. Warga negara Indonesia;
b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun, dan setinggi-tinggi 35 tahun;
c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan perdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena

melakukan suatu tindak pidana kejahatan;



d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e. Tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri;

f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang
diperlukan;

g. Berkelakuan baik;

h. Sehat jasmani dan rohani;

Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Persyaratan Administrasi yang harus dilampirkan bagi pelamar yang
telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
(Peraturan Kepala BKN nomor 14 tahun 2018) adalah :

1. Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkana;

2. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai,
yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui

website https://sscn.bkn.go.id atau di website lainnya yang ditentukan oleh

panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana tercantum dalam
anak lampiran tiga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan badan ini;
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3. Surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh kepolisian
negara republik Indonesia;

4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS
atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

5. Surat keterangan tidak  mengonsumsi/menggunakan  narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh
dokter dari unit layanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang
berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk
pengujian zat narkoba dimaksud; dan

6. Surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang
secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, berisi
tentang :

a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidanan penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;

b. Tidak pernah diberhentikan oleh hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit TNI,
anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN atau BUMD));

c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau

anggota KAPOLRI;
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d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik
praktis; dan

e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Setelah lengkap persyaratan tersebut diatas, maka Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah, dalam hal tingkat Provinsi adalah Gubernur
mengajukan permintaan kepada Badan Kepegawaian Negara Wilayah VII di
Palembang guna mendapatkan nomor identitas pegawai (NIP). Selanjutnya
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat
Keputusan Gubernur Bengkulu sebagai penetapan pelamar menjadi calon
pegawai negeri sipil (80%).

Calon Pegawai Negeri Sipil (80%) yang telah ditetapkan dan
menjalankan tugas jabatan dalam masa percobaa sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dapat ditetapkan dan diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil (100%) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur
Bengkulu) dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil penuh (100%) dengan
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 98 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 :

a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan

c. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
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2.1.5.Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Setelah dinyatakan dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
maka ditempatkan pada tempat sesuai dengan formasi kebutuhan yang telah
ditetapkan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan yang diperlukan (PP RI
nomor 11 tahun 2002 pasal 11 ayat 2).

Penempatan seseorang yang telah dinyatakan diterima dan diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
yang digaji delapan puluh persen dari gaji pokok sesuai tabel gaji seperti yang

diatur dalam PP nomor 15 tahun 2019.
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Gambar 2. 1 Daftar Gaji Pokok PNS (PP Rl nomor 15 tahun 2019)

Pegawai Negeri Sipil oleh Gubernur Bengkulu selaku Pembina Kepegawaian

di Daerah, dan kemudian ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan
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2.2.

formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mereka pilih pada saat

pendaftaran masuk CPNS.

Kerangka Kerja
Di dalam pelaksanaan magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu selama tiga bulan sesuai dengan surat perintah magang dari
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor
:1319/WD2/10/Div.URT/X/2020  tanggal 15 Oktober 2020  penulis
diberikan waktu untuk kurun  waktu 3 (tiga) bulan yaitu terhitung mulai
tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021, sehinga penulis
dapat mengelompokkannya setiap minggu pelaksanaan magang sebagai
berikut :
a. Minggu pertama tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23
Oktober 2020;
b. Minggu kedua tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27
Oktober 2020;
c. Minggu ketiga tanggal 02 November 2020 sampai dengan 06 November
2020;
d. Minggu ke empat tanggal 09 November 2020 sampai dengan 13
November 2020;
e. Minggu ke lima tanggal 16 November 2020 sampai dengan 20 November

2020;
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Minggu ke enam tanggal 23 November 2020 sampai dengan 27 November
2020;

Minggu ke tujuh tanggal 30 November 2020 sampai dengan 04 Desember
2020;

Minggu ke delapan tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 11
Desember 2020;

Minggu ke sembilan tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 18
Desember 2020;

Minggu ke sepuluh tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 24
Desember 2020;

Minggu ke sebelas tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 31
Desember 2020;

Minggu ke dua belas tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari
2021,

. Minggu ke tiga belas tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari
2021,

Minggu ke empat belas tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 19 Januari

2021.
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Tabel 2. 1 Kerangka Kerja

Kegiatan

Minggu

Minggu

Minggu

Minggu

Minggu
5

Minggu
6

Minggu
7

Minggu
8

Minggu

Minggu
10

Minggu
11

Minggu
12

Minggu
13

Minggu
14

1

Tiba di Sekretariat
Badan
Kepegawaian
Daerah
Prov.Bengkulu.
Memperkenalkan
diri, serta
menerima arahan
Kep.BKD.

Mengenali tugas
pekerjaan yang
berhubungan
penerimaan dan
penempatan
pegawai.

Mengikuti dan
mencermati

pekerjaan pegawai.

Mempersiapan
absensi kehadiran
magang.
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Menulis proposal
magang.

Diskusi dengan
pembimbing
lapangan.

Menghimpun
peraturan yang
berkenaan dengan
penerimaan dan
penempatan
pegawai.

Menyusun laporan
magang.

Tugas-tugas
lainnya yang
ditugaskan
pembimbing
lapangan.

Laporan ke
pembimbing
lapangan bahwa
masa magang
sudah selesali, serta
pamit kepada
kepala BKD
Prov.BKl serta
pejabat dan
pegawai lainnya.
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BAB I
METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah kegiatan lapangan, yang
meliputi semua kegiatan administrasi dan pengambilan keputusan di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Selama kegiatan lapangan penulis juga akan mengamati bagaimana
proses mutasi di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mulai
dari pengajuan data pegawai yang memenuhi syarat administratif, sampai dengan
pengambilan keputusan dimana seorang pegawai ditempatkan pada posisi yang
tepat.

Kemudian penulis juga akan mewawancarai pegawai di lingkup Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu tentang masalah apa yang sering muncul
dalam proses penerimaan dan penempatan pegawai baik itu pada tingkat staf atau
pejabat eselon. Hal lain yang akan dilakukan penulis adalah mencari referensi dari
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang administrasi
kepegawaian.

Penulis menggunakan metode ini dengan harapan untuk mempermudah
dalam pelaksanaan magang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,
dan juga dapat menambah pengetahuan atau pengalaman bagi penulis dalam dunia
kerja yang pada saatnya nanti bisa penulis terapkan saat terjun ke dunia kerja.

3.1. Pendekatan
Penulis didalam pendekatan ini menggunakan cara tanya jawab dan

meminta penjelasan kepada beberapa pejabat eselon serta mengambil
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informasi yang berhubungan dengan penerimaan dan penempatan pegawai

yang terkait di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Maka dalam pendekatan ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan
selama magang adalah ;

1. Penulis akan melihat gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu, seperti profil organisasi dan struktur jabatan pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. dan pengambilan data
awal pada setiap pegawai yang akan diangkat sebagai CPNS sampai
dengan waktu saat akan dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu.

2. Penulis akan bekerja menyatu dengan Pegawai Negeri Sipil yang ada di
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, hal ini sebagai bahan
yang dihimpun dalam laporan magang maka penulis akan menempatkan
diri sebagaimana Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu.

3. Penulis akan mengikuti para pejabat dalam mengambil dan menetapkan
keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. penulis akan
bekerja sama dengan pejabat eselon IV yang membidangi penempatan dan
mutasi pegawai dalam hal pengambilan keputusan. apabila seorang
pegawai mengusul meminta untuk mutasi maka penulis mengikuti
pejabat eselon IV dalam mempelajari berkas pengajuan mutasi sehingga

dapat diambil keputusan memenuhi syarat atau tidak.
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3.2. Unit Analisis

Penulis bekerja pada unit eselon IV yang membidangi mutasi dan
penempatan pegawai di lingkup tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu, yang tugas dan tanggung jawabnya menempatkan dan me
mutasikan ke dalam jabatan di lingkup pembinaan pegawai Provinsi
Bengkulu, yaitu di Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan
Dinas dinas di Tingkat Provinsi Bengkulu. Hal ini karena Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu adalah berfungsi sebagai
perpanjangan tangan Gubernur untuk mengatur pengangkatan dan
penempatan serta mutasi Pegawai, sehingga ketelitian akan kebutuhan

pegawai sangatlah diperlukan.
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BAB IV
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN DISKUSI
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil temuan pelaksanaan
selama magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, sehingga dapat
disimpulkan untuk menjadi bahan diskusi guna membuat kesimpulan penulisan
laporan akhir magang ini.
4.1. Hasil pelaksanaan magang
Selama 3 bulan melaksanakan magang di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu, penulis dapat menemukan bahwa Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu adalah®™ merupakan suatu badan yang bekerja
untuk melaksanakan pikiran-pikiran Gubernur Kepala Daerah Provinsi
Bengkulu dalam bidang penggunaan dan pembinaan serta penataan
kepagawaian di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu, yang dimulai dari perencanaan penerimaan,
penempatan, serta pemberdayaan tenaga pegawai. Penulis hanya terfokus
pada bidang mutasi dan promosi saja, sesuai dengan penunjukan dari saat
diterima dan melapor di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
untuk melaksanakan tugas magang.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 157 tahun 2007 tentang
nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah, maka diantaranya tercantum
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 1 (satu)

Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris Badan yang merupakan administratur
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Badan dan 4 (empat) Kepala Bidang yang merupakan pelaksana tugas teknis
kepegawaian.

Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu, adalah bidang pengolah data pengisian jabatan, penyediaan data
pegawai, serta memperhatikan setiap jabatan yang berisi ataupun belum berisi
guna disajikan ke Gubernur Bengkulu untuk ditindak lanjuti dan setelah
mendapat petunjuk atau arahan Gubernur Bengkulu, maka Bidang Mutasi dan
Promosi mengajukan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu sebagai penetapan
dalam suatu jabatan.

Beberapa temuan yang penulis dapat selama magang, bahwa diantara
penempatan pegawai masih ada terdapat ketidak cocokan antara pendidikan
seorang pegawai dengan penempatan tugas pada satuan kerja tertentu, seperti
yang seharusnya berpendidikan sarjana ilmu pemerintahan ditempatkan pada
bagian pemerintahan namun masih ditemukan penempatannya di bagian
keuangan, dan seorang sarjana ilmu ekonomi masih juga ditemukan
ditempatkan di bagian informasi.

Bagian Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu harus selalu menyiapkan data pangkat, pendidikan, pendidikan dan
latihan jabatan (Diklat) serta masa kerja pegawai guna memenuhi keperluan
untuk bahan pertimbangan Gubernur Bengkulu dalam rangka untuk mengisi

suatu jabatan yang kosong ataupun dianggap perlu penyegaran.
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4.1.1.Penempatan Pegawai

Setiap orang yang telah dinyatakan Ilulus didalam proses
penerimaan dan dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai negeri
sipil, maka calon pegawai negeri sipil tersebut ditempatkan pada
jabatan tertentu yang sesuai dengan formasi pendidikannya (Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2002).

Namun demikian Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bengkulu,
tidak jarang menempatkan pegawai di satuan kerja hanya untuk
mencukupi jumlah kebutuhan pegawai di satuan kerja tersebut dengan
tidak melihat ijazah yang dimiliki oleh seorang pegawai, ini hanya
merupakan  kepentingan untuk memenuhi jumlah tenaga yang
diperlukan.

4.1.2. Mutasi pegawai.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019
tentang tata cara pelaksanaan mutasi pasal 2 ayat (3) mutasi terdiri atas :
a. Mutasi PNS dalam satu Instansi pusat atau instansi daerah;

b. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;

c. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi;

d. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau
sebaliknya;

e. Mutasi PNS antar-instansi pusat; dan

f. Mutasi ke perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar

negeri.
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Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 mutasi PNS dalam satu
Instansi pusat atau instansi daerah. Maka di Provinsi Bengkulu secara
terus menerus melakukan mutasi dengan merujuk peraturan Badan
Kepegawaian Negara nopmor 5 tahun 2019. Dinas Instansi jajaran
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sering mengadakan mutasi
jabatan Eselon, ataupun jabatan lainnya berdasarkan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 pasal 2 ayat (5) berbunyi
“mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan
persyaratan jabatan, Klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan
memperhatikan kebutuhan organisasi”.

Didasari atas kebutuhan dan kelayakan serta kemampuan kerja
pegawai, maka mutasi adalah atas dasar kebutuhan dan kecakapan
seorang pegawai didalam menjalankan tugas jabatannya, baik jabatan
Eselon ataupun jabatan staf pada satuan kerja perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu.

Untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja pegawai baik
jabatan Eselon maupun pegawai Staf, maka mutasi secara terus
menerus dilakukan sehingga kemampuan dan keberhasilan serta gairah
kerja pegawai semakin tercipta.

Terciptanya kemampuan kerja pegawai negeri sipil didalam suatu
tugas jabatannya baik dalam jabatan Eselon ataupun pegawai Staf yang

tidak sesuai dengan basis pendidikan yang dipangkunya maka dapat
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dilakukan dengan menugaskan pegawai negeri sipil tersebut mengikuti
pendidikan didalam jabatan (Diklat) pada bidang pekerjaan tertentu,
sehingga seseorang pegawai negeri sipil didalam melaksanakan jabatan
Eselon ataupun Staf bisa dapat dengan baik mengemban tugas
pekerjaannya.
4.2. Diskusi
Ditemukan penempatan dan mutasi pegawai negeri sipil di pemerintah
Daerah Provinsi Bengkulu ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku, ini semata hanya untuk mencukupi formasi jumlah pegawali,
sehingga apabila penempatan dan mutasi pegawai tidak sesuai dengan
peraturan maka hasil yang didapat tidaklah akan memuaskan.
4.2.1.Tidak sesuainya jabatan yang ditempati pegawai negeri sipil
dengan basis pendidikan pegawai negeri sipil
Jika seorang pegawai negeri sipil ditempatkan tugasnya tidak
sesuai dengan basis pendidikannya maka akan terjadi ketidak puasan
hasil pekerjaan yang didapat, sesungguhnya telah diatur dengan
peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai
negeri sipil, pasal 6 ayat (1) hutuf f berbunyi “mempunyai pendidikan,
kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan”. Sehingga latar
belakang pendidikan itu sangat menentukan untuk keberhasilan didalam
melaksanakan tugas jabatan yang diduduki seorang pegawai negeri

sipil.
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Temuan penulis masih terjadi penempatan seorang pegawai negeri
sipil yang ditempatkan tidak sesuai dengan basis pendidikannya, seperti
seorang sarjana pendidikan bahasa inggris ditempatkan pada staf
Bidang pengembangan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu, hal ini sudah tentu tidak sesuai dengan basis
pendidikannya yang berakibat tidak akan sempurna didalam
menjalankan tugas pokoknya.

Semestinya jabatan seorang pegawai negeri sipil pendidikan
bahasa inggris adalah guru pendidikan bahasa inggris di lembaga
pendidikan dan staf di bidang pengembangan aparatur seharusnya
memiliki basis pendidikan Fisipol jurusan administrasi negara.

Penempatan seorang pegawai negeri sipil pada tempat yang akan
ditetapkan haruslah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
matang berlatar belakang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan
skill yang dimiliki. Menurut B. Siswanto Sastrohardjo yang dikutip
dalam Yuniarsih dan Suwatno (2013:116) penempatan pegawai adalah
proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus
seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan,
serta mampu mempertanggung jawabkan segala resiko dan
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan,
wewenang serta tanggung jawab. Jika penempatan pegawai negeri sipil
tidak ditempatkan berdasarkan pendidikannya maka tugas dan tanggung

jawab yang dipikulnya tidaklah akan berhasil sesuai dengan tujuan yang
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telah ditetapkan organisasi, oleh karena itu penempatan seorang
pegawai negeri sipil sebaiknya sesuai dengan latar belakang
pendidikannya agar lebih efektif dan efisien.

Dalam menempatkan pegawai negeri sipil harus tetap
memperhatikan latar belakang pendidikan, namun apabila terpaksa
harus menempatkan seseorang pegawai negeri sipil yang latar
belakangnya tidak sesuai dengan jabatan, maka instansi Yyang
menggunakan tenaga pegawai negeri sipil tersebut akan memberikan
diklat-diklat dan pelatihan jabatan.

4.2.2. Faktor Sering Terjadinya Mutasi Di Lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu

Menurut Peraturan Badan Kepegawain Negara nomor 5 tahun 2019
pasal 1 ayat (2) berbunyi “mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau
lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu)
instansi derah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi
daerah, dan keperwakilan negara Indonesia diluar negeri serta atas
permintaan sendiri”.

Dalam mutasi seharusnya berpedoman pada peraturan badan
kepegawaian negara nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan
mutasi pasal 2 ayat (5) berbunyi “mutasi dilakukan atas dasar
kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan,
klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan

orgnisasi”.
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Seperti terjadi di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu penempatan mutasi ditemukan pegawai yang berpendidikan
SKM bertugas pada Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian, hal ini tidak sesuai dengan peraturan badan kepegawaian
negara nomor 5 tahun 2019 pasal 2 ayat (5). Pegawai negeri sipil yang
memiliki basis pendidikan SKM seharusnya bertugas pada pelayanan
kesehatan masyarakat.

Mutasi sering juga terjadi karena atas permintaan sendiri seorang
pegawai negeri sipil karena alasan tertentu, misalnya tempat tugas yang
dipangkunya sekarang tidak membuatnya enak bekerja dan mencari
instansi yang dapat membuatnya enak bekerja, sehingga posisi yang
ditinggalkannya kosong dan harus diisi oleh pegawai negeri sipil yang
lain, sehingga hal ini memicu sering terjadinya mutasi.

Mutasi ini juga sering terjadi akibat masih banyaknya kemauan
pribadi pegawai negeri sipil dan juga pertimbangan pribadi para
pemangku kepentingan didalam melaksanakan kepemimpinan di
pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, sehingga peraturan badan
kepegawaian negara nomor 5 tahun 2019 pasal 2 ayat (5) sering
terabaikan.

Moekijat (2010 : 117), menyebut 5 macam manfaat mutasi, yaitu :

1. Mutasi merupakan alat/ cara yang berguna dalam program

pelatihan jabatan, seperti misalnya dalam pengembangan

administrator.
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2. Mutasi merupakan alat/ cara mengembangkan pegawai-
pegawai lama untuk mencapai harapan-harapan puncak. Hal ini
mencegah adanya penyewaan pegawai-pegawai baru dari luar
yang mahal untuk memenuhi kebutuhan tenaga manusia yang
mendadak.

3. Untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan perorangan.
Kadang kala baik pemimpin maupun bawahan baiknya cakap,
tetapi apabila terjadi pertentangan antara mereka, maka satu-
satunya cara penyelesaian adalah mungkin memindahkan
pegawai.

4. Untuk  memenuhi  kebutuhan pegawai  perseorangan.
Pemindahan dapat diminta oleh pegawai untuk memenuhi
kebutuhan atau preferensi perseorangan pada tempat pekerjaan.

5. Mutasi sebagai suatu tindakan disipliner. Berguna untuk
mendisiplinkan pegawai yang tidak mengikuti aturan dan
kinerjanya dianggap tidak maksimal.

Sehingga mutasi tidaklah dapat dihindarkan didalam suatu
organisasi sebagai langkah pimpinan dalam meningkatkan kemampuan
melaksanankan tugas/ jabatan seorang pegawai negeri sipil untuk lebih
bersemangat dan bertanggung jawab dalam tugas jabatannya.

Mutasi dilaksanakan kadang kala tidak terikat dengan lama atau
barunya seorang pegawai negeri sipil bertugas pada satuan kerja yang

dipangkunya, akan tetapi mutasi dilaksanakan demi memenuhi
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kebutuhan tenaga yang dianggap cakap ditempatkan pada tugas jabatan
yang baru, ini dilakukan atas penilaian kecakapan seorang pegawai
negeri sipil oleh pejabat pembina kepegawaian.

Mutasi juga bisa dilakukan atas pertimbangan kemauan pegawai
negeri sipil itu sendiri agar lebih dapat meningkatkan kinerja dan
menghindari kejenuhan bekerja pada tempat lama.

Namun menurut Nurani, Zulkarnaen, & Listyani (2013 : 13) di
dalam penelitiannya menyebutkan pengaruh negatif (bahaya) seringnya
mutasi pegawai

1. Penolakan mutasi atas dasar pertimbangan waktu yang
diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar
kembali, kemungkinan timbulnya situasi yang kurang
diinginkan, seperti penurunan tingkat keterampilan, serta
kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan dari yang
direncanakan semula atas usulan pindah tugasnya.

2. Penolakan berdasarkan faktor psikologis, dan ini merupakan
penolakan yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan
sikap. Seperti kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui
sebelumnya, rendahnya toleransi terhadap perubahan, tidak
menyukai pimpinan atau agen perubahan yang lain, rendahnya
kepercayaan terhadap pihak lain, kebutuhan akan rasa aman

3. Penolakan terjadi karena beberapa alasan antara lain konspirasi

yang bersifat politis, bertentangan dengan nilai kelompok,
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kepentingan pribadi, dan keinginan mempertahankan hubungan
(relationship) yang terjalin sekarang.

Seringnya mutasi pejabat atau staf dapat mengakibatkan tidak
nyamannya pegawai negeri sipil di dalam menempati tugas jabatan
yang ditetapkan oleh pembina kepegawaian yang dilakukan tanpa
mempertimbangkan kemampuan, kemauan, dan keahlian seorang
peejabat/ pegawai pada tempat yang baru.

Pegawai negeri sipil ada yang merasa dirugikan dengan
dilaksanakannya mutasi oleh pembina kepegawaian, karena tanpa
mempertimbangkan kenyamanan pegawai negeri sipil di dalam
pelaksanaan tugas jabatannya yang baru. Mutasi juga tidak menutup
kemungkinan akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi pegawai
negeri sipil lainnya yang mereka merasa lebih senior dan lebih merasa
mampu atas penempatan mutasi yang dilakukan oleh pembina
kepegawaian.

Instansi/ satuan kerja merasa tidak puas atas penarikan atau
penempatan tenaga baru pada satuan kerjanya karena merasa ada unsur
yang tidak objektif di dalam pelaksanaan mutasi seperti kedekatan
pribadi dan termasuk unsur politis.

Dalam melaksanakan mutasi tidaklah dapat dilakukan dalam kurun
waktu tertentu, melainkan setiap saat jika dianggap perlu oleh pembina
kepegawaian mutasi bisa dilakukan. Seperti yang dikatakan Ropi

(2014) bahwa periode mutasi pegawai negeri sipil tidak dapat diukur
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dengan waktu, melainkan dengan melihat efektifitas kinerja pegawai,
berdasarkan Iskandar (2005 : 349) efektifitas kinerja pegawai dapat
diukur melalui kriteria sebagai berikut :

1. Kemampuan menyesuaikan diri (keluesan)

2. Produktivitas.

3. Kepuasan kerja.

4. Kemampuan berlaba.

5. Pencarian sumber daya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada periode mutasi yang baku.

Mutasi dilakukan oleh pembina kepegawaian atas pertimbangan
yang matang akan kemampuan seorang pegawai untuk ditempatkan
pada tugas jabatan tertentu sehingga akan efektif dan efisien, dan
diharapakan dengan mutasi akan timbul gairah kerja serta
meningkatkan derajat dan status kepegawaian bagi pegawai negeri sipil
yang terkena mutasi pada penempatan yang tepat.

Mutasi tetap akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian
apabila dipandang sudah selayaknya pegawai negeri sipil untuk
dipindah tempatkan pada tempat tugas/ jabatan yang sesuai bagi
pegawai tersebut, dengan berdasarkan kecakapan serta kemampuan.

Mutasi juga dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
disiplin kerja ataupun sebagai hukuman bagi pegawai negeri sipil yang

tidak patuh dan taat kepada peraturan kepegawaian yang berlaku.
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Semestinya para pejabat didalam penetapan mutasi jabatan atau
mutasi staf harusnya mengikuti peraturan badan kepegawaian negara
nomor 5 tahun 2019 pasal 2 ayat (5), dalam artian mengesampingkan
pertimbangan pribadi, sehingga terciptanya mutasi pegawai negeri sipil
yang tepat pada tempatnya.

Sebaiknya pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam
melaksanakan penempatan dan mutasi pegawai negeri sipil, tidak hanya
untuk mencukupi formasi pegawai saja. Namun tetap berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
kebutuhan dan penempatan serta mutasi pegawai negeri sipil akan

tercipta secara efektif dan efisien.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan

1. Gubernur kepala daerah Provinsi Bengkulu selaku pembina kepegawaian,
tidak jarang menempatkan pegawai di satuan Kkerja hanya untuk
mencukupi jumlah kebutuhan pegawai saja tanpa melihat basis pendidikan
pegawai negeri sipil.

2. Sering terjadinya mutasi pegawai dikarenakan adanya permintaan pribadi
seorang pegawai negeri sipil dengan alasan penempatan tugas yang
dipangkunya saat itu tidak sesuai keinginan dan mencari instansi lain yang
membuatnya lebih nyaman dalam bekerja. Selain daripada itu, penyebab
lain sering terjadinya mutasi pegawai karena adanya pertimbangan pribadi
para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kepemimpinan di
pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.

5.2. Rekomendasi

1. Aturan tentang kepegawaian yang sudah ada sebaiknya lebih tegas dalam
pelaksanaannya, baik untuk pegawai negeri sipil pribadi maupun para
pemangku kepentingan.

2. Kepada pegawai negeri sipil sebaiknya tidak menyepelekan mutasi hanya
sekedar untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang enak pada suatu instansi

dan lingkungan kerja yang menurutnya lebih nyaman.
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3. Kepala daerah Provinsi Bengkulu dan para pemangku kepentingan, tidak
menggunakan jabatan sebagai alat untuk mempermudah dalam hal

penempatan dan mutasi pegawai negeri sipil untuk kepentingan pribadi.
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